
Islam dan Perubahan Sosial  
 
Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan 
setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan 
hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa “hukum merupakan 
refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat”. Senada dengan Marx Weber dan 
Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial 
hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan 
dipengaruhi oleh tiga faktor; pertama, adanya komulasi progresif dari penemuan-
penemuan di bidang teknologi; kedua, adanya kontak atau konflik antarkehidupan 
masyarakat; dan ketiga, adanya gerakan sosial (social movement).2 Menurut teori-teori di 
atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab 
terjadinya perubahan sosial.  
 
Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan perubahan-perubahan 
sosial dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya pembaruan hukum Islam. 
Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan 
temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum 
Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan 
kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam 
pada umumnya. 
 
 

Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif dan punya adaptabilitas yang 
tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan 
menggairahkan kembali semangat berijtihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini 
ijtihad merupakan inner dynamic bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita 
universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang shalihun li kulli zaman wal makan. Umat 
Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum normatif–tekstual sangatlah 
terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas 
jumlahnya. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayat al-Mujtahid menyatakan  
bahwa:  
 
Persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nash (baik al-
Qur’an dan al-Hadis), jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa 
menghadapi sesuatu yang tidak terbatas.4  
 
 

Semangat atau pesan moral yang bisa kita pahami dari pernyataan Ibnu Rusyd di atas 
adalah anjuran untuk melakukan ijtihad terhadap kasus-kasus hukum baru yang tidak 
secara eksplisit dijelaskan sumber hukumnya dalam nash. Dengan demikian, Ijtihad 
merupakan satu-satunya jalan untuk mendinamisir ajaran Islam sesuai dengan tuntutan 
perubahan zaman dengan berbagai kompleksitas persoalannya yang memasuki seluruh 
dimensi kehidupan manusia.  
 
Mengingat hukum Islam merupakan salah satu bagian ajaran agama yang penting, maka 
perlu ditegaskan aspek mana yang mengalami perubahan (wilayah ijtihadiyah). Menurut 
hasil seminar yang diselenggarakan oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada awal 



Desember 1994 disebutkan; “Agama dalam pengertiannya sebagai wahyu Tuhan tidak 
berubah, tetapi pemikiran manusia tentang ajarannya, terutama dalam hubungannya 
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tengah-tengah masyarakat, mungkin berubah”. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka 
perubahan dimaksud bukanlah perubahan secara tekstual, tetapi secara kontekstual.5 


